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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan asas no work no pay bagi pekerja/buruh di Kabupaten Sidoarjo selama 

pandemi covid-19 

Berdasarkan dari hasil penelitian, beberapa perusahaan khususnya di Kecamatan 

Gedangan dan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menerapkan asas no work no 

pay. Penerapan asas no work no pay ini sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan 

ketika ditemukan pekerja/buruh tidak menjalankan kewajibannya tanpa ada 

keterangan yang jelas, serta berlaku ketika pekerja/buruh memiliki sebuah urusan 

yang mendesak namun belum memiliki hak cuti ataupun saldo cuti tahunan sudah 

habis maka asas no work no pay diberlakukan dalam keadaan tersebut. Selama masa 

pandemi covid-19, pelaksanaan asas no work no pay juga diberlakukan kepada 

pekerja/buruh harian yang terkena sakit covid-19 ataupun sedang melakukan isolasi 

mandiri. Pelaksanaan asas no work no pay tersebut berdasarkan pertimbangan 

perusahaan atau pemberi kerja untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja 

(PHK) ditengah situasi pandemi covid-19 yang juga berdampak pada perusahaan. 

Penerapan asas no work no pay yang diberlakukan perusahaan tentunya 

memperhatikan beberapa hal yang menjadi pengecualian dan persyaratan dalam 

menerapkan asas tersebut dengan tujuan tidak digunakan secara sembarangan oleh 

perusahaan dalam hal memberikan upah kepada pekerja/buruh selama masa pandemi 
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covid-19. Dalam menerapkan asas no work no pay para pengusaha atau pemberi kerja 

telah melakukan musyawarah dan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan 

pekerja/buruh dalam menghadapi permasalahan di masa pandemi covid-19. Dalam 

pelaksanaan no work no pay perusahaan tetap berpedoman pada kaedah otonom 

masing-masing peraturan perusahaan baik dalam perjanjian kerja ataupun peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja bersama.  

2. Pelaksanaan asas no work no pay berdasarkan asas keadilan dan penghidupan layak 

di Kabupaten Sidoarjo  

Berdasarkan hasil penelitian, dengan penerapan no work no pay maka upah yang 

akan didapatkan oleh pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo 

yang berdampak belum tercukupinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, 

pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan rekreasi. Hal tersebut 

tentunya berpengaruh tidak terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Bagi 

pekerja/buruh tidak menjadi masalah jika upah yang didapatkan dibawah upah 

minimum karena diberlakukan no work no pay selama pekerja/buruh mengalami 

sakit covid-19. Pekerja/buruh tidak mempermasalahkan sistem no work no pay yang 

diterapkan di perusahaan, karena setelah sembuh dari covid-19 mereka dapat kembali 

bekerja dan upah yang didapatkan akan kembali normal. Pemberian upah kepada 

pekerja/buruh dengan menerapkan no work no pay sudah mencerminkan prinsip 

keadilan karena dalam hal ini telah ada keseimbangan antara kepentingan pekerja 

dengan kepentingan pengusaha. Dimana kepentingan pengusaha adalah 

mempertahankan bisnisnya dan kepentingan pekerja adalah mencegah adanya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak dari pandemi covid-19. Pekerja 
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lebih baik diterapkan no work no pay jika dibandingkan dengan adanya pemutusan 

hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh akan kehilangan pekerjaannya.  

B. Saran 

1. Dalam kondisi covid-19 yang sedang dihadapi saat ini, untuk dapat menjaga 

keharmonisan hubungan industrial saat ini, pemerintah baik dari kekuasaan eksekutif 

melalui Kementerian Tenaga Kerja maupun Pemerintah Daerah harus lebih bertindak 

aktif dalam kondisi seperti ini. Tidak hanya mengeluarkan surat edaran yang 

menghimbau dan meminta para pelaku usaha untuk melawan wabah pandemi covid-

19. Sebaliknya, antara lembaga eksekutif dan legislative harus dapat berkolaborasi 

untuk membuat peraturan yang lebih spesifik dan konkrit yang menjawab masalah 

yang sedang dialami perusahaan dan pekerja/buruh selama wabah pandemi covid-

19. Diperlukan juga pengawasan secara aktif terhadap pemberian upah kepada para 

pekerja/buruh selama pandemi covid-19.  

2. Bagi pemerintah harus mengubah aturan tentang prinsip no work no pay dalam 

peraturan perundang-undangan dengan menambahkan klausula pelaksanaan no work 

no pay dalam keadaan mendesak (force majeure). Mengingat wabah pandemi covid-

19 dalam kebijakan pengupahan harus adil bagi pemberi kerja dan pekerja/buruh 

serta yang menjadi prioritas utama mengutamakan keselamatan rakyat sebagai 

hukum yang tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).  
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